Peran Masyarakat Tingkat L okal
dalam Perencanaan Ruang K awasan Permukiman Kota

Oleh : Beta Paramita, ST., MT.

Bandung terletak pada + 768 msl (mean sea levelyate kondisi geografis yang dilingkupi
pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu @kyBgndung Basin). Dengan kondisi
geografis demikian, Bandung cenderung memiliki abesbukit-bukit dengan kontur lahan
dengan tingkat gradial yang cukup signifikan, tebkébut merupakan potensi tersendiri dalam
penataan ruang kota.

Kota Bandung sendiri telah memiliki Rencana TatamuWilayah (RTRW) 2004-2013 yang
dikuatkan dengan Perda Kota Bandung No.2 tahun 206tang RTRW. Dalam kasus ini,
diambil sampel Kec. Coblong pada Wilayah PelayaiWdR) Cibeunying. Kecamatan Coblong
memiliki luas 7.35ha dengan jumlah penduduk 117882 dengan 24.298 KK dan kepadatan
tiap km2 adalah 16.780Dengan lokasi yang terletak + 2km dari pusat KBgmdung, dan
menyumbangkan SPPT PBB 3,3M maka lokasi ini meraipaalah satu kawasan dengan nilai
tanah tinggi di Bandung. Kompleksitas masalah ekondan sosial dalam pemaknaan
masyarakat tingkat lokal terhadap ruang lingkunganmukiman menjadi menarik dibahas,
ketika secara fakta, sebagian besar tanah pentedntéec. Coblong telah diambil alih terutama
untuk fungsi permukiman.

Di samping itu, posisi geografis dalam Kawasan BagdUtara menuntut kepadatan bangunan
dengan KDB maksimal 20% menjadikan Kec. Coblongumpakan sampel yang tepat untuk
melihat bagaimana ruang kawasan permukiman yabgniik secara natural oleh masyarakat
tingkat lokal.

Tulisan ini merupakan sebuah paparan deskriptifdematif dari implemantasi RTRW 2013 pada
perencanaan lingkungan perumahan di Kec. Coblongatteacuan SNI 03-1733-2004, dari hasil
komparatif tersebut dihasilkan rumusan yang akamum@ng pembentukan model peran
masyarakat dalam perencanaan ruang kota.
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1. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Ruang

Tujuan perencanaan lingkungan adalah untuk menkipagambaran’ lingkungan seperti apa
yang diinginkan oleh masyarakat setempat (yang maniy Untuk mendapatkan ini, tentunya
partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Dalam ykégannya, pada level ini, jumlah

masyarakat yang terlibat sangat kecil, padahaindkat inilah adalah kemungkinan penentuan
kebijakan yang demokratis yang dapat diwujudkan.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan ruanghvigcara formal baru tertuang pada UU
No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selgajdtikuti oleh Peraturan Pemerintah, pada
tanggal 3 Desember 1996, yaitu PP No0.69 Tahun i€©%6ng Pelaksanaan Hak dan Kewajiban,
serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakanhd?enataan Ruang. PP tersebut diatur
berdasar tingkatan hirarki pemerintahan dari tibghkasional, tingkat propinsi dan tingkat
kabupaten/kota. Dalam PP ini diatur secara rinta pak masyarakat dalam proses perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tidakahdak, tetapi diatur pula kewajiban
masyarakat dalam proses penataan ruang.

Dalam RTRW Kota Bandung 2004-2013, disebutkan babalam kegiatan penataan ruang

wilayah, masyarakat berhak :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tatg, rpamanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruaagaftilKota Bandung.

3. Menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertanmbaita ruang sebagai akibat dari penataan
ruang.

4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisg\dialaminya sebagai akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencamadag.

5. Mengajukan keberatan pada masa/periode teryanty ditetapkan.

6. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatam yaarugikan.

Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruangalvikkota Bandung melalui:

1. Dokumen RTRW.

2. Peraturan Daerah tentang RTRW yang diterbitlkedand Lembaran Daerabh.

3. Pegumuman atau penyebarluasan oleh Pemerinttéh gémla tempat-tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat melalui berbagai bentukanmedssa dan informasi.

Kota Bandung sendiri telah memiliki web resmi pemtah www.bandung.go.id yang memuat
berbagai informasi UU, PP maupun Perda yang bertganu dengan perkembangan Kota
Bandung. Selain memuat berbagai informasi kebijgkalnlik, terdapat fasilitas di dalam web

tersebut adalah GIS Kota Bandung dengan form onlfingi masyarakat luas untuk bisa
berpartisipasi memutakhirkan data. Tetapi, sebaganedia informasi untuk sosialiasai

UU/PP/Perda untuk masyarakat Bandung secara luath rregbatas, mengingat akses internet
baru digunakan oleh sebagian kecil masyarakat.

Kenyataannya, walaupun telah dilegalisasi dan @iksasikan mengenai peran serta masyarakat,
kenyataannya amat sulit bagi masyarakat secara na@moampu berpartisipasi aktif terhadap

ruang permukiman mereka.

Di sisi lain, pemerintah memiliki rencana, stratdgh target yang harus dicapai setiap 5 tahun
yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayahtufiya rencana, strategi dan taget
tersebut harapannya terealisasi dengan baik yangbotehkan sinergi berkesinambungan antar
stakeholder, yaitu pemerintah, swasta (investakuelsaha), akademisi dan masyarakat.



. Permasalahan Tata Ruang

Secara umum, Handiman Rico (2006) mengutarakangsadahan tata ruang antara lain:

a. Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya bettaserkepada masyarakat, sehingga
masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembanguna

b. Tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalametenggarakan proses penataan ruang
( gap feeling ) yang menganggap masyarakat sekbdgak pembangunan.

c. Rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam membenkammiasi tentang akuntabilitas dari
program penataan ruang yang diselenggarakan, gghimgsyarakat merasa pembangunan
yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.

d. Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudatjadiekepentingan bersama (
common interes), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat paman yang tidak
sama. Hal ini ditunjukkan dimana Pemerintah suda&fakukan sosialisasi dan konsultasi
dengan masyarakat, akan tetapi masyarakat medasactikup hanya dengan proses tersebut.
Jadi semua proses keputusan yang diambil harubatiedh masyarakat.

e. Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara $avaslan masyarakat dalam
penyelenggaraan Penataan ruang.

f. Persoalan yang dihadapi dalam perencanan partisipat ini antara lain panjangnya proses
pengambilan keputusan. Jarak antara penyampaiaasaspngga jadi keputusan relatif jauh.
UU 32/2004 (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 fia2Q00) tentang Otonomi Daerah
maka telah menggeser pemahaman dan pengertiankbgihgdk tentang usaha pemanfaatan
sumber daya alam, terutama asset yang selamaimgghp untuk kepentingan pemerintahan
pusat dengan segala perijinan dan aturan yang rbeikem perubahan kewenangan.
Perubahan sebagai tanggapan dari ketidak adilaamaeini, seperti perubahan dalam
pengelolaan sumber daya alam yang tidak diikuth céuran yang memadai serta tidak
diikuti oleh batasan yang jelas dalam menjaga k#iz@ngan fungsi regional atau nasional.
Meskipun di dalam UU tersebut desa juga dinyataetragai daerah otonom, namun tidak
memiliki kewenangan yang jelas. Dengan kata laébagian besar kebijakan publik, paling
rendah masih diputuskan di tingkat kabupaten. Rddatungkin masalah yang diputuskan
sesunggguhnya cukup diselesaikan di tingkat lokalld Jauhnya rentang pengambilan
keputusan tersebut merupakan potensi terjadinyaasievbaik yang pada gilirannya
menyebabkan banyak kebijakan publik yang tidakaefengan aspirasi masyarakat.

[1. Strategi Mdibatkan Masyarakat dalam Perencanaan

Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakark unélibatkan masyarakat setempat dalam
sebuah proses perencanaan. Salah satunya adatgndeanggunakan metoda yang melibatkan
banyak orang sehingga menjadi umpan balik untugnmamaan yang dilakukan. Cara yang lain
untuk melibatkan masyarakat setempat adalah dengagumpulkan data dan informasi tentang
daerah dan bagaimana cara masyarakat menggunajala getensi daerahnya. Metoda yang
ketiga adalah pelibatan secara nyata memperbantuleeyarakat dalam proses perencanaan.
Perencanaan yang melibatkan masyarakat yang sesungg adalah dengan menggunakan
ketiga metoda di atas.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dapat digurmakayarakat membutuhkan pengambilan
keputusan berdasarkan pemahaman pentingnya sebesiharkbungan dan tarik-menarik
kepentingan yang ada antara kualitas hidup seboalukitas (lingkungan), sosial, ekonomi, aset
lingkungan dan potensi keuntungan yang berbedakurtubagai stake holder dari keputusan
yang diambil. Pada prinsipnya, harus terjadi perakad (pemotongan) jarak pengambilan



keputusan pada level partisipatif, selain itu judjingkatkan kapasitas parstake holder
termasuk peneliti, ahli dan pengambil kebijakan.

Tenaga pengajar (dosen) beserta pelajar (mahasiser@pakan perangkat penting dalatake
holder yang tersebut di atas yang bisa melakukan bangednpn untuk menjembatani upaya
pemendekan jarak pengambilan keputusan, baik nigbenelitian yang dilakukan maupun
penerapan teori mata kuliah tertentu pada prdéplrngan (tugas terstruktur mahasiswa). Ini
merupakan potensi yang kurang tergarap, mengingesep perencanaan tata ruang acap kali
identik dengan “proyek” dan sayangnya hanya bemnta& untuk sedikistake holder.

Kalangan akademsi ini dapat berperan sebagaitéasiliyang memfasilitasi proses penemuan

keinginan komunitas, seperti halnya keinginan desaijuan dalam pengumpulan data,

menganalisis informasi. Pada tahap selanjutnyanyad pengetahuan sumber daya manusia

(wawasan masyarakat setempat) mengenai data-aaktmtan dan kemampuan mereka untuk

mengakses data merupakan suatu potensi yang peaterg sebuah komunitas.

Secara umum panduan bagi fasilitator adalah :

a. Konsep dan alat penelitian harus selalu sesuaiatekgnteks

b. Fasilitator hendaknya “menyerahkan tongkat” tidangredit atau menafsirkan

c. Berusaha keras agar metoda dan alat penelitiaasieridak memungkinkan untuk
kemunduran proses

d. Metoda penelitian secara tradisional hendaknya hiadgri sistem survei.

Dari konsep pelibatan masyarakat seperti di atakartingkup studi yang memungkinkan
adalah:

a. Inventaris (pencatatan) dan evaluasi aset komufitegkungan)

b. Sumber daya sosial (humaniora)

c. Sumber daya infrastruktur

d. Sumber daya lingkungan

e. Budaya/ sejarah

f. Analisis sistem dari aset lingkungan

V. M etoda Pelibatan Potensi M asyar akat dengan SNI 03-1733-2004

Dengan keterbatasan sumber daya, strgiadicipatory pertama kali yang digunakan adalah
dengan pengumpulan data mengenai potensi wilaysmpat. Pengumpulan data primer
dilakukan oleh tenaga ahli/peneliti berupa peta indhtnasi, fasilitas umum, sosial, dan
infrastruktur yang terdapat di lingkungan setemjsairing dengan pengumpulan data primer
dilakukan pengambilan data sekunder yang merupbkait penilaian potensi lingkungan oleh
masyarakat setempat. Untuk data sekunder digun8kdn03-1733-2004 sebagai alat kendali
penilaian dan RTRW Bandung 2013 sebagai acuan.

SNI 03-1733-2004 memuat Tatacara Perencanaanumgghk Perumahan, sedangkan yang akan
diambil sebagai alat penelitian adalah yang teguaada pasal 70, yaitu Penyusunan rencana
rinci tata ruang Kasiba harus memenuhi standar pagunan prasarana jalan, prasarana
drainase, prasarana pengelolaan air limbah, dasamma pengelolaan persampahan untuk
pengembangan Kasiba.



Berikut bagan strategi Peran Masyarakat terhadtgRiaang :

RTRW Bandung [®-------""-""""--------------- !

Tenaga Ahli Masyarake E
Peneliti (KK) |
A 4 A 4 E
DATA PRIMER J ¥ | DATA SEKUNDER ;
(Prasarana+Sarana) < SNI 03-1733-2004 > (Penilaian Publik) :
1. Jalan !
2. Drainase Standar Rencana Rinci | !
3. Pengelolaan air limbal Tata Ruang Kasiba |
4. Pengelolaan sampah |
5. Fasum i
6. Fasos |
»  OLAH DATA -« i
\ 4 :
~ PGIS [

PENDAMPINGAN ™ (Participatory Geograpghic

Information System)

Sumber : analisis penulis, 2008.

Yang harus dibedakan di sini adalah PGIS sebadmt’ ‘dan PPGIS Rublic ParticipationGIS)
dalam konteks perencanaan, walaupun perbedaarugla delalu bisa jelas. Definisi PP-GIS
mengarah pada penggunaan dan aplikasi informasiakgan geografisgéo-spatigl dan
teknologi GIS digunakan oleh warga masyarakat selcas, individual atau tingkat masyarakat
lokal sebagai partisipasi dalam proses perencayaag mempengaruhi kehidupan mereka
sehari-hari (kegiatan ini meliputi mengumpulan dapemetaan, analisis dan pengambilan
keputusan) .
Partisipasi dalam P-GIS dapat dikategorikan dalampag derajat atau intensitas. Ini bukan secara
tidak langsung menyatakan bahwa partisipasi haladuspada intensitas yang maksimal, tetapi
intensitas seharusnya sesuai dengan tugas, korspdsnhubungan spesifik antara aktor dalam
konteks partisipasi perencanaan tata ruang.
Dari level terendah hingga tertinggi, empat interssilengan aplikasi P-GIS adalah :
a. Berbagi Informasi
Satu atau dua arah komunikasi antgpihak lual dan masyarakat setempat, pelibatan
informasi teknis yang utama seperti batas admasitr
b. Konsultasi
Konsultasi sifatnya lebih kepada pendampingan, y@tgra langsung menjadi kontrol untuk
masalah yang menonjol dan tuntutan pelatihan bzgukitas.

3 Michael K. McCall, 2004.
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c. Pdibatan dalam pengambil keputusan oleh semua aktor
Interaksi antara aktor internal dan eksternal yaadubungan mengindentifikasi prioritas,
menganalisis kondisi terakhir, memilih beberaperaitif dan alat bantu.

d. Memprakarsai Aksi
Inisiatif merdeka dari dan dimotori oleh masyarakatempat dan mobilisasi diri untuk
menunjang aktivitas yang relevan.

V. STUDI KASUS

Studi Kasus yang diambil adalah Kecamatan Coblét@a Bandung yang termasuk dalam
Wilayah Pelayanan (WP) Cibeunying (Peta 1). Kecam&oblong memiliki luas 7.35ha dengan
jumlah penduduk 117.532 jiwa dengan 24.298 KK dapaklatan tiap km2 adalah 16.790
Dengan lokasi yang terletak - /+ 10km dari pusatakBandung, dan menyumbangkan SPPT
PBB 3,3M

Peta 1. Peta Kecamatan Coblong
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Sumber www.bandung.go.id

Data primer Kecamatan Coblong yang didapat padaVRPB13, antara lain>:
1. Peta Rencana Hirarki Jalan

2. Peta Rencana Struktur Pelayanan

3. Peta Rencana Tata Guna Lahan

4. Peta Rencana Kawasan Lindung

Setelah didapat data primer (yang belum diolaljKah berikutnya yang harus dilakukan adalah
pengumpulan (banyak) data oleh masyarakat setaepgan berdasar pada SNI 03-1733-2004.

4 BPS Bandung dalam Angka 2003
® www.bandung.go.id




Metoda yang digunakan adalah komparasi standangemaan lingkungan perkotaan versi SNI
dengan kondisi riil lapangan.

Data-data sekunder yang akan diambil adalah sebagéit :
1. Prasarana jalan di Kasiba harus memenuhi stanct@ndi minimal ideal,
a. Jalan Lokal Sekunder I, lebar minimum dengan dua gdalah 5,5 — 6,0 m dan lebar
bahu jalan 1,0 -1,5m
b. Jalan Lokal Sekunder Il, lebar badan jalan 4,%5m5jengan lebar bahu jalan 0,75 -1 m
c. Jalan Lokal Sekunder Ill lebar badan jalan 4,05+B,dengan lebar bahu jalan 0,75 — 1m
d. Jalan Lingkungan | lebar badan jalan 3,5 — 4 nagegan lebar bahu 0,5 — 0,75 meter,
yang dapat dilengkapi dengan trotoar untuk pejkdda dan fasilitas orang cacat
e. Jalan Lingkungan Il lebar badan jalan 3 — 3,5 méésigan lebar bahu 0,5 — 0,75 meter
serta trotoar apabila diperlukan.
2. Pembangunan prasarana drainase di Kasiba harusmakensédndar nilai koefisien
aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan ypadiitdari :
a. rumah tinggal terpencar harus memenuhi stdmddisien pengaliran 0,30 — 0,50;
b. komplek perumahan harus memenuhi standar keofiengaliran 0,40 — 0,60;
c. permukiman (suburban) harus memenuhi standafis{en pengaliran 0,25 — 0,40;
d. apartemen harus memenuhi standar Koofisienghiesg 0,50 — 0,90.
3. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat di gmwBerumahan meliputi:
a. Jarak minimum tangki septik terhadap sumumaium adalah 10 meter
b. Bidang resapan memenuhi ketentuan berikut :
1) minimal perkolasi tanah 0,01 m/jam;
2) lebar galian minimum 0,5 m dan dalam galian efekifiimum 0,45 m;
3) jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,50 m;
4) pipa resapan terbuat dari bahan tahan korosi detigareter minimum 110 cm;
5) bidang resapan dan pipa resapan dibuat miring 0,2%;
6) dibawah pipa resapan harus diberi kerikil berdi@mg5 — 5 cm dengan tebal
lapisan 10 cm; dan
7) diatas pipa resapan ditimbun dengan bahan yang sémraum 5 cm.
4. Saluran pembuangan air hujan dapat dibangun stexrhrka dengan ketentuan sebdgaikut :
a. dasar saluran terbuka “ lingkaran dengan diamdatemum 20 cm atau berbentuk
bulat telur ukuran minimum 20/30 cm;
bahan saluran terbuat dari tanah liat, beton, gasabatu bata dan atau bahan lain;
kemiringan saluran minimum 2 %;
tidak boleh melebihi peil banjir di daerah tersebut
kedalaman saluran minimum 30 cm;
apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiapbadran arah harus dilengkapi
dengan lubang kontrol dan pada bagian saluran lyang lubang kontrol harus ditempatkan
pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter;
g. saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, betorahdiat dan bahan-bahan lain;
5. Standar fasilitas pendidikan untuk :
a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah:
Satu Taman Kanak Kanak untuk melayani +1000 jieragain luas tanah yang ibutuhkan
+1200 m2 dan radius pencapaian = 500 m
b. Pendidikan Sekolah Dasar
Satu Sekolah Dasar untuk melayani +1600 jiwa dehgantanah yang diperlukan +2400
m2 dan radius pencapaian maksimum +1000 m
c. Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama
Satu SLTP untuk melayani +4800 jiwa dengan luaaham@ng diperlukan £ 2700 m2
d. Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas
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10.

11.

12.

Satu SLTA untuk melayani + 4800 jiwa dengan luaskayang diperlukan + 2700 m2

Standar fasilitas kesehatan

a. Fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu memilikisrpdncapaian maksimum +£1500
m dengan luas tanah yang diperlukan + 200 m2

b. Fasilitas kesehatan Puskesmas minimum pendudukditayani +1000 jiwa dengan luas
tanah yang diperlukan + 600 m2 dan radius pencapa#ksimum = 2000 m

c. Fasilitas kesehatan Tempat Praktek Dokter minimandpduk yang dilayani + 5000
jiwa dengan luas tanah minimum bersatu dengan runifl®0 m2 dan radius
pencapaian maksimum + 1500 m

d. Fasilitas kesehatan Rumah Bersalin, penduduk y#agadi + 1000 jiwa dengan luas
tanah yang diperlukan £ 1600 m2 dan radius penaapaaksimum + 2000 m

e. Fasilitas kesehatan Apotik, penduduk yang dilayainimum £10.000 jiwa dengan luas
tanah yang diperlukan + 350 m2 dan radius pencapa#ksimum = 1500 m

Standar fasilitas perbelanjaan

a. Fasilitas Warung, penduduk yang dilayani + 25@jilengan luas tanah yang diperlukan
+100 m2 dan radius pencapaian maksimum + 500 m

b. Fasilitas pertokoan, penduduk yang dilayani + 2508 dengan luas tanah yang
diperlukan + 100 m2 dan radius pencapaian maksign&o0 m

c. Fasilitas pusat perbelanjaan lingkungan pendudng giayani minimum = 2500 jiwa
dengan luas tanah yang diperlukan + 100 m2 dangamincapaian maksimum + 500 m

Standar fasilitas peribadatan

Fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk + 2GiG@0adalah: luas bangunan peribadatan

sesuai dengan agamanya + 1000 m2

Standar fasilitas RTH untuk tingkat kawasan dergarduduk + 20.000 jiwa adalah taman

atau hutan kawasan +500 m2

Standar fasilitas pemerintah

a. tingkat kawasan dengan penduduk * 2500 jiwa adalah:
e pos hansip, balai pertemuan + 300 m2
e Parkir umum dan kakus umum = 100 m2

b. tingkat kelompok dengan penduduk + 30.000 jiwa atutal

e Kantor kelurahan + 500 m2
* Pos polisi + 200 m2
» Kantor pos pembantu +100 m2

» Pos pemadam kebakaran 200 m2
e Parkirumum dan M.C.K £ 1000 m2

» Bioskop 1(satu) + 2000 m2
c. tingkat kelompok dengan penduduk + 240.000 jiwdada

» Kantor Kecamatan +1000m2

« Kantor polisi + 300 m2

» Kantor pos cabang + 500 m2

» Kantor telepon + 300 m2

» Pos pemadam kebakaran 300 m2

e Parkir umum + 4000 m2

Pembangunan air minum di Kasiba harus memenuhiatarerhitungan volume air minum
minimal untuk kebutuhan rumah tangga yaitu 60/bteng/hari.

Persyaratan lokasi pengolahan sampah, guna meggp@tensi pencemardimgkungan akibat
pengolahan sampah, adalah sebagai berikut :

a. bukan daerah rawan geologi;

b. bukan daerah rawan hidrogeologi;



muka air tanah di lokasi pengolahan tidak bolelakgrdari 3 (tiga) meter di bawah
permukaan tanah;

porositas tanah harus > dari 10-6 cm/detik;

jarak dengan sumber air minimal 100 meter;

bukan daerah rawan secara topografi;

minimal kemiringan lahan yang digunakan untuk loka&mgolahan adalah 20%;

memiliki jarak minimal 3000 meter dari lapangarbterg yang digunakan pesawat bermesin
jet dan 1500 meter untuk lapangan terbang yangidigan pesawat berbaling-baling untuk
mencegah terjadinya gangguan pandangan pilot pegaang akibat adanya asap dari
sampah yang terbakar;

i. tidak memiliki kemungkinan banjir dengan periodeng kurang dari 25 tahun;

j- bukan daerah / kawasan yang dilindungi atau cdgar.a

o

;TQ 0

Data-data sekunder di atas kemudian akan dilamytkala penilaiampblic appraisa)
dengan membescorénilai pada sarana dan prasarana wilayah pada 8kakadengan
indentitas O = tidak ada sarana/prasarana ; 1 ekisekali ; 2 = buruk ; 3 = baik dan 4 =
baik sekali.Scorehilai adalah hasil jawaban dari 75 pertanyaan yhagbil dari data
sekunder dan nilai maksimal yang bisa didapat &dz0@point (75x4).

Kategori penilaian terhadap sarana dan prasaraiahad

0 -75 sarana dan prasarana lingkungan burwlti sek

76 —150 sarana dan prasarana lingkungan buruk

156 — 225 sarana dan prasarana lingkungan baik

226 — 300 sarana dan prasarana lingkungan badii sek

Dari penilaian tersebut kemudian bisa diadakanuasalseberapa baik fasilitas sarana
dan prasarana sebuah lingkungan, yang untuk sei@ndapat sebagai pijakan
mengambil keputusan berkenaan dengan tata rudeywdisan studi.
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